PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 327 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : &
b.
C.
Mengingat i

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa dalam upaya menciptakan pengelolaan belanja
hibah dan bantuan sosial yang transparan, akuntabel
dan berkeadilan di Kabupaten Rejang Lebong,
diperlukan pemanfaatan Sistem Informasi;

bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan
atas dana hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang
Lebong terutama mengenai Sistem Infomasi, maka
perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati
Rejang Lebong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
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10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 274, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7025);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 12 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5958);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroni (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);




Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447),

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran  Daerah
Kabupaten Rejang Tahun 2016 Nomor 118),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL  YANG BERSUMBER DARI  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REJANG LEBONG




Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 11 Tahun
2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021
Nomor 626), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2023 Nomor 703), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 27, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah, selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selaku
pengguna anggaran/barang.




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah dan
dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendahara Umum Daerah.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUD berdasarkan SPM.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah
Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
penerima hibah.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.




(1)

(2)

(4)

26. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk
mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

27. Sistem Informasi adalah suatu sistem transparansi penganggaran hibah
dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas dan integrasi
pelayanan dalam perencanaan anggaran hibah yang bersumber dari
APBD secara konprehensip berbasis kinerja yang dilakukan melalui
sistem elektronik berbasis Web.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (13),
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau

Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi

Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyampaikan

usulan hibah secara secara elektronik melalui Sistem Informasi dan

menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.

Khusus hibah dalam bentuk jasa hanya diperkenankan dalam hal jasa

dimaksud merupakan satu paket atau pendukung dalam pemberian hibah

berbentuk barang/konstruksi.

Dalam hal usulan hibah berbentuk jasa di luar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), maka usulan hibah tidak dapat diterima.

Proposal untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan  permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon
penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;

c. susunan kepengurusan (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang susunan
pengurus dari BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;

d. domisili sekretariat (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat
sekretariat dari BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon
yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh calon penerima hibah;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima
hibah;

g. rincian kebutuhan anggaran/ rencana anggaran biaya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan
termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan
lainnya;

h. tanda tangan dan nama lengkap (pimpinan/ ketua) serta di stempel/cap
calon penerima hibah.




)

(6)

(7)
(8)

&)

Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana
anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g harus dibuat
dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki
kompetensi dalam bidang konstruksi.

Proposal untuk permohonan hibah berupa barang/jasa paling sedikit
memuat :

a.

i

latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi
diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;

maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah;

susunan kepengurusan (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang susunan
pengurus dari BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah;

domisili sekretariat (untuk BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan), berisi uraian tentang keberadaan/alamat
sekretariat dari BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon
yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon, berisi uraian tentang jenis
dan jumlah barang/jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah
kepada Pemerintah Daerah;

tanda tangan dan nama lengkap (pimpinan/ ketua) serta di stempel/cap
calon penerima hibah.

Bupati menunjuk SKPD/Unit Kerja terkait untuk melakukan verifikasi atas
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
adalah SKPD/Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertujuan untuk :

a.

b.

C.

memastikan keberadaan BUMN, BUMD, badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);

memastikan domisili/alamat sekretariat sesuai dengan proposal yang
diajukan oleh calon penerima hibah;

memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum

dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai

kebutuhan, antara lain :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

2. fotocopy dokumen/akta pendirian/pembentukan BUMN, BUMD,
badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan atau
penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta
notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus
atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani
oleh calon penerima hibah (untuk BUMN, BUMD, badan dan
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan);

4. Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur, Bupati atau SKPD terkait sesuai dengan
kewenangannya untuk badan dan lembaga;

5. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum
dan hak asasi manusia untuk organisasi kemasyarakatan.

6. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/ atau
surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh
Kepala Desa/Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto/dokumentasi;




7. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda
Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya
yang bertanggung jawab menandatangani Rencana Anggaran biaya
(apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);

8. fotocopy rekening bank atas nama calon penerima hibah yang
specimennya atas nama pimpinan/ketua dan bendahara.

(10) Format Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf d angka 3, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran A Peraturan Bupati ini.

(11) Kepala SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan
ayat (8) menyampaikan hasil verifikasi berupa proposal dan rekomendasi
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(12) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berisi keterangan
mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan disertai
kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Peraturan Bupati ini.

(13) Tatacara pelaksanaan penganggaran hibah melalui Sistem Informasi, diatur
lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada setiap tahun anggaran.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curu‘S
Pada tanggal 20 esember 2024

- WMG LEBONG,

i T \
a0 .‘I *\

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 20 'Desemlxzr 2024

’

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024 NOMOR ?6(/




